
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 
NOMOR 2 TAHUN 2003 

TENTANG 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2002 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG, 
 

  
Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah    

Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2002 tentang Sisa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu 
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 
  

Mengingat : 1.   Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan   
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten 
Daerah TIngkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI tahun 1997 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667); 

2.   Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3.   Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Nomor 4048); 

4.   Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5.   Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 
1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

6.   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungajawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022); 
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9.   Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
Pertanggungajawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4023); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4027); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 
2001 Tentang Peningkatan Status 8 (Delapan) Kecamatan 
Pembantu menjadi Kecamatan di Daerah Kabupatern Tulang 
Bawang;  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 
2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten, Sekteratiat DPRD Kabupaten dan Kecamatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupatern Tulang Bawang; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 
2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Dinas dan Badan 
Kabupatern Tulang Bawang; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 
2002 Tentang Penempatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupatern Tulang Bawang Tahun Anggaran 2002; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 
2002 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupatern Tulang Bawang Anggaran 2002; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;  

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Barang Daerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-592 Tanggal 02 
April 1980 tentang Administrasi Barang Daerah; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-592 Tanggal 19 
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